f

'BAB II
INTEGRASI INITASIONAL INDONESIA
!
Indonesia yang saat ini a(|ialah sebuah negara merdeka beribukota di

Jakarta, yang memiliki luas wilaylrah 1.919.440 km® yang terbentang luas dari
| Sabang sampai Merauke. Pendudtlirk di Indonesia yang berjumlah 251.857.940
; jiwa (perkiraan 2012) dan memilklli pulau sebanyak sekitar 17.000 pulau, 6.000
" diantaranya merupakan pulau yangf tidak berpenghuni.** Pancasila sebagai dasar

- ideologi bangsa, garuda yang bertuliskan Bhineka Tunggal lka merupakan
!

lambang negara, merah putih sebaglai bendera nasional, bahasa Indonesia sebagai
bahasa nasional Indonesia. Indentitas negara Indonesia yang demikian ini, terjadi
bukan tanpa proses. Ada proses panjang dari terbentuknya integrasi sebuah negara
yang berdaulat, termasuk terbentuknya negara Indonesia seperti saat ini yang juga
mengalami proses yang panjang.

Integrasi- yang merupakan proses penyatuan unsur-unsur nasional agar
tercapai suatu kesatuan nasional yang serasi dan harmonis bagi suatu negara.
Secara umum integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari
berbagai wilayah yang berbeda, atau memiliki berbagai perbédaan baik etnisitas,
sosial budaya, atau latar belakang ekonomi, menjadi satu bangsa (nation) terutama
karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Selanjutnya, dalam

menjalani proses pembentukan sebagai satu bangsa berbagai suku bangsa ini

= Profil Negara Indonesia, melalui http:/indonesia.usaid.gov/id/about/coun

diakses pada tanggal 26 April 2013
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sebenarnya mencita-citakan suatu masyarakat baru, yaitu sebuah masyarakat
politik yang dibayangkan (imagined political community) akan memiliki rasa
persaudaraan dan solidaritas yang kental, memiliki identitas kebangsaan dan
wilayah kebangsaan yang jelas serta memiliki kekuasaan memerintah.

Demikian pula dengan bangsa Indonesia yang berangkat dari suku bangsa
yang beraneka ragam berikut banyak keberagaman lain yang melekat pada
dirinya. Keberagaman, atau lebih lazim disebut perbedaan yang dimiliki bangsa
ini meliputi antara lain wilayah kepulauan yang demikian tersebar di antara
kawasan kawasan laut di Nusantara, geografi, ekologi, sistem mats pencaharian,
ratusan budaya etnis atau lokal, agama, kepercayaan, dan bahasa. Dengan
keberagaman yang sedemikian tentunya untuk mempersatukan segala unsur
bangsa hingga terbentuk sebuah negara Indonesia akan melewati proses integrasi
yang panjang. Sehingga pada bab ini akan digambarkan bagaimana sejarah
terjadinya bangsa atau proses integrasi nasional Indonesia.

Secara historis sebenarnya Indonesia pernah memiliki model integrasi
nasional yang meliputi wilayah hampir seluas Negara Republik Indonesia (RI).
Model integrasi nasional yang pertama terjadi pada jaman imperium,
kemaharajaan Majapahit yang berpusat di tanah Jawa. Struktur kemaharajaan
yang begitu luas diperkirakan berbentuk mirip kerajaan Mataram Islam, yaitu
struktur konsentris. Dimulai dengan konsentris pertama yaitu wilayah inti
kerajaan (nagaragung): pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh

raja dan saudara-saudaranya, menerapkan sistem pemungutan pajak langsung

untuk biaya hidup keluarga raja. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa
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(mancanegara dan pasisiran) yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom, atau
kerajaan tertakluk yang mengakui hegemoni Majapahit, dengan kebebasan penuh
mengatur negeri mereka masing-masing. Kewajiban terhadap negara pusat hanya
menghadap maharaja Majapahit dua kali sctahun dengan membawa upeti sebagai
pajak. Konsentris ketiga (tanah sabrang) adalah negara-negara sahabat dimana
Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang, antara lain
dengan Champa, Kamboja, Ayudyapura (Thailand)®.

Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya ‘
yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam
Wuruk, yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Kerajaan Majapahit adalah
kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai
salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia . Kekuasaannya terbentang
di Jawa, Sumatra, Semenanjung Malaya, Kalimantan, bahkan hingga Indonesia
timt;r.

Namun  kejayaan tersebut berangsur-angsur mengalami kemunduran
setelah wafatnya Hayam Wuruk. sehingga disintegrasi Majapahit terjadi karena
pertama, kelemahan di pusat kekuasaan (konflik perebutan takhta). Kedua, saling
pengaruh antara faktor ekonomi, kemakmuran kota-kota pelabuhan, dan faktor
budaya, berkembangnya agama Islam, yang membentuk solidaritas dan integrasi

horizontal kerajaan-kerajaan pesisir di daerah melawan kekuasaan majapahit di

pusat.26
® Sejarah Singkat Kerajaan Majapahit, pdf. Hal. 4-6
B Ibid
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Integrasi nasional kedua, lebih tepat disebut dengan Integrasi kolonial, atas
wilayah Hindia Belanda yang sepenuhnya dicapai pada dekade kedua abad XX
dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke oleh pemerintah
kolonial Belanda. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah di
nusantara dengan menguasai maritim sedang integrasi vertikal antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial, yang
terdiri dari pegawai Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan
massa rakyat. Dengan kata lain pemerintah tidak memiliki dukungan massa yang
berarti. Dengan demikian ketika menghadapi serbuan tentara Jepang pada masa
perang Dunia II, integrasi kolonial Hindia Belanda ini langsung runtuh, tanpa
massa rakyat yang menopangnya. Namun sebelum menguraikan terbentuknya
integrasi nasional Indonesia, terlebih dahulu penulis akan memaparkan
bagaimana sejarah bangsa (nation) Indonesia terbentuk.

Hingga akhir abad XIX berbagai kerajaan kesukuan di wilayah yang kini
bemama Indonesia berjuang melawan kekuasaan kolonial Belanda dengan
menggunakan cara perlawanan bersenjata. Perlawanan yang dipimpin oleh
penguasa kerajaan atau elit lokal bersama rakyat mereka berakhir dengan
kekalahan, hingga seluruh kerajaan-kerajaan tersebut dikuasai pemerintah
kolonial dan menjadi wilayah taklukkan Hindia Belanda (kecuali Aceh yang baru
ditaklukkan tahun 1913). Namun perlawanan skala kecil, sporadis di tingkat akar
rumput, dalam bentuk protes dan perlawanan petani terus berjalan hingga akhir

penjajahan.
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Menginjak abad XX, seiring dengan perubahan politik kolonial di dalam
negeri untuk memajukan rakyat jajahan sebagai "balas budi" (Ethische Politiek),
maupun pengaruh perkembangan nasionalisme di luvar negeri, perjuangan
melawan penjajahan mengalami babak baru, yaitu menggunakan bentuk-bentuk
perjuangan politik dan kultural melalui organisasi-organisasi modren yang dikenal
sebagai pergerakan nasional®’.

Di Indonesia kesadaran berbangsa mulai timbul di kalangan golongan
terpelajar dan mahasiswa pada dekade pertama abad XX. Hal ini merupakan hasil
dari Ethische Politiek dari pemerintah kolonial untuk memajukan rakyat jajahan
dengan memberikan pendidikan kepada rakyat. Para mahasiswa inilah yang
menumbuhkembangkan kesadaran kebangsaan dengan mendirikan organisasi
Budi Utomo pada tahun 1908, dan mereka yang belajar di negeri Belanda
mendirikan Indische Veireniging pada tahun yang sama.

Pada masa ini disebut juga sebagai awal kebangkitan nasional yang
dipelopori oleh para pemuda dan organisasi modern . Selanjutnya pembentukan
dan persatuan bangsa mencapai satu tonggak simbolik yang menentukan dalam

Sumpah Pemuda tahun 1928, ketika para pemuda yang mewakili berbagai suku
bangsa bersepakat dan berikrar untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu
bahasa, yaitu Indonesia. Bahkan rasa kebangsaan sebagai bangsa Indonesia dari

rakyat Aceh sudah lebih dulu dikemukakan oleh salah seorang tokoh Aceh Teuku

7 Djuliati Suroyo, Op. Cit, Hal. 8-9
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Nya' Arief, anggota Volksraad yang merupakan salah satu organisasi pergerakan
nasional saat itu , dalam pidatonya di bulan Juni 1928.2

Sejak waktu itu proses integrasi terus bergulir seiring dengan perjuangan
menuntut pemerintahan sendiri dan kemerdekaan, meski mengalami tekanan dari
pemerintah kolonial yang semakin represif terhadap gerakan radikal, sejak
pemogokan besar besaran yang dipelopori kaum Komunis pada tahun 1925/1926.
Pemerintah bahkan melarang Partai Komunis Hindia, likuidasi PNI, dan
pembuangan para pemimpin "radikal" ke luar Jawa

Keruntuhan negara kolonial Hindia Belanda pada Perang Dunia II (1942)
oleh serbuan Jepang, dan pendudukan Hindia Belanda oleh Jepang merubah
seluruh struktur politik di Hindia Belanda. Nama Indonesia secara resmi dipakai
menggantikan nama wilayah Hindia Belanda, namun secara politik wilayah
Indonesia dipecah menjadi tiga kekuasaan militer Jepang: Sumatera di bawah
Angkatan Darat (Tentara Ke-25), Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat
(Tentara Ke-16), sedang wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku di bawah
Angkatan laut (Armada Selatan Ke-2).

Meskipun di bawah kekuasaan Jepang Indonesia kembali dijajah, namun
proses integrasi bangsa justru mencapai tonggak yang sangat penting, karena ikrar
Sumpah Pemuda (satu nusa, satu bangsa, satu bahasa) secara faktual diakui oleh
pemerintah militer Jepang, dengan tujuan agar rakyat mendukung peperangannya
melawan Sekutu. Selain itu meski di satu pihak Jepang melancarkan mobilisasi

massa rakyat (pembentukan Peta, Heiho, Seinendan, Keibodan, Romusha) guna

% Ibid
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mendukung keperluan perang, baik untuk kebutuhan sumberdaya manusia,

. maupun pengumpulan bahan makanan dan sandang yang dituntut dari rakyat

secara paksa, namun di pihak lain mobilisasi ini memberikan pengalaman

- partisipasi rakyat demi kepentingan negara, yang kelak akan sangat diperlukan

negara bangsa.?’

Berakhirnya Perang Dunia II dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu
merupakan kesempatan emas bagi bangsa Indonesia Untuk memerdekakan diri,
bebas dari kekuasaan penjajah siapa pun. Momentum untuk menyatakan
kemerdekaan kepada dunia diraih pada tanggall7 Agustus 1945, ketika terjadi
vacum of legitimate power, karena Jepang yang kalah tidak lagi sah memerintah,
dan Sekutu yang menang belum lagi datang ke Indonesia . Saat itu merupakan
tonggak sejarah yang monumental bagi proses integrasi bangsa Indonesia.

Secara yuridis formal bangsa Indonesia dikukuhkan menjadi satu nation
pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia. Negara RI dengan dasar Pancasila yang digali oleh Soekarno,
yang kemudian diSempurnakan dan disahkan oleh sidang Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dilengkapi dengan lambang Garuda Pancasila
bertuliskan "Bhinneka Tunggal Ika." adalah perwujudan dari integrasi nasional
Indonesia.

Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berperan
sebagai alat pemersatu bangsa. Nilai-nilai Pancasila akan menentukan orientasi

tujuan serta sistem sosial maupun poltik pada tingkat mkehidupan masyarakat

Trisno WldDdD Sejarah Pendudukan Jepang di  Indonesia, melalui
m/ /pendud -di-indonesia-451591.html , diakses

pada tanggal 24 april 2013
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:
asional dan menentukan kaidah-kaidah yang mendasari pola kehidupan

rlldividual. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi faktor determinan

bagi kehidupan moral berbangsa, tetapi juga memberikan landasan ideologis bagi

berbagai unsur dalam masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistis itu. Selain itu,
Pancasila sebagai ideologi negara mengandung nilai-nilai yang menjadi
|

komponen dari nasionalisme sebagai dasar untuk memperjuangkan realisasi dari

|
integrasi nasional Indonesia.

| 3
: Sejak saat itu proses integrasi nasional Indonesia telah membawa

Indonesia kedalam satu identitas sebuah negara merdeka. dengan hal ini pula
jIntegrasi wilayah Indonesia diakui di mata dunia internasional yang meliputi
iseluruh bekas jajahan dari Belanda yang dulunya bemama Hindia- Belanda
{llbersatu menjadi satu negara yang disebut Indonesia. Namun integrasi nasional

|
'indonesia bukan hanya berasal dari daerah bekas jajahan belanda saja melainkan

| proses integrasi nasional Indonesia juga disertai dengan bergabungnya daerah lain
|

iI kedalam NKRI, seperti Aceh dan Timor-Timur.

|
[ Aceh yang merupakan satu-satunya daerah yang tidak diduduki Belanda
|
|

pada masa revolusi (1945- 1949). Hanya dua bulan setelah Proklamasi Aceh, telah

membuat maklumat "berdiri di belakang maha pemimpin Soekamo" (bergabung

dengan RI) yang ditandatangani oleh para pemimpin ulama Aceh, antara lain

. Tengku Daud Beureueh. Hal ini karena secara historis telah terbangun jaringan

elit-massa antara pergerakan nasional yang berpusat di jawa dengan di Aceh.
Seperti pada saat itu Sarekat Islam membuka cabang pada tahun 1916, Insulinde

' pada tahun 1918, organisasi lokal Sarekat Aceh berdiri tahun 1918. Dan dinamika




lokal sekolah-sekolah Islam formal moderen didirikan tahun 1919, sedang
pemuda-pemuda Aceh dikirim ke sekolah Muhammadiyah di Jawa, dan Persatuan
Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang progresif didirikan tahun 1939. Rakyat Aceh
memberi dukungan sangat besar bagi eksistensi negara RI sehingga menjadikan
wilayah Aceh dinobatkan sebagai salah satu daerah Istimewa di Indonesia’C.

Namun setelah bergabungnya Aceh kedalam NKRI tidak serta merta
bahwa Aceh dalam kondisi yang nyaman di bawah pemerintah RI. Keistimewaan
yang dimiliki oleh Aceh dari bergabungnya kepada Indonesia ﬁng mana
sebenarnya Aceh bukan bekas jajahan Belanda namun bersedia menjadi bagian
dari NKRI menjadi sumber ketidakpuasan Aceh terhadap pemerintah RI.
Ketegangan antara Aceh dengan pemerintah RI telah terlihat sejak terjadi
pemberontakan D/TII pada tahun 1949. Pemberontakan ini di pimpin oleh
Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, bermula dari protes DI/TII terhadap perjanjian
Renville. Selain itu pemerintahan RI yang pada masa ini yang masih
memfokuskan pembangunan di Jawa paska kemerdekaan yang dianggap
mengabaikan pembangunan di Luar Jawa membuat pemberontakan separatis
terjadi di banyak daerah, termasuk di Aceh. Pemberontakan Di/TII untuk
mendirikan NII (negara Islam Indonesia) dapat dipatahkan oleh militer Indonesia

pada tahun 1949°'.
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 303 TAHUN 1959
TENTANG PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI KEPADA ORANG-ORANG YANG
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KEPADA NEGARA DIHADAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SULAWESI SELATAN
SEBELUM DITETAPKAN KEPUTUSAN INI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
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Walaupun pemberontakan ini telah berhasil ditumpas oleh pemerintah
Indonesia, namun bukan berarti Aceh akan secara patuh dan puas dibawah
kekuasaan pemerintah RI. Sejarah Aceh di kemudian hari tetap penuh dengan -
ketegangan ketika Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dikobarkan Hasan Tiro
membuat Aceh menjadi Daerah Operasi Militer (DOM) yang berkepanjangan.
Kembali isu otonomi yang menjadi latar belakang munculnya gerakan
separatisme di Aceh yang ingin memisahkan diri dari NKRI yang menimbulakn
berbagai konflik.

Konflik Aceh dimana dalam konflik Aceh telah memakan banyak korban,
baik korban jiwa maupun korban materi. Konflik Aceh terjadi lebih disebabkan
karena kekuasaan orde baru yang banyak membuat kekecewaan rakyat Acch
tethadap pemerintah pusat. Kekecewaan rakyat Aceh dapat terlihat ketika
pemerintahan orde baru mencabut undang-undang No 18 Tahun 1965 dengan
menetapkan Undang-undang yang baru yaitu UU No. 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Dimana kita ketahui UU No. 18 tahun 1965
memberikan Aceh daerah istimewa dengan otonomi luas. Peneyelesaian konflik
Aceh yang cenderung terlalu bersifat militerisasi yang dengan menetapkan aceh
sebagai daerah Operasi Militer, dimana pada saat pelasanaan DOM di Aceh
banyak terjadi pelangggaran HAM yang dilakukan oleh oknum TNI/Polri juga
membuat konflik Aceh semakin besar karena rakyat Aceh yang menjadi korban

DOM ini lebih mendukung GAM di bawah pimpinan Hasan Tiro. Faktor-faktor
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ll_ain yang menimbulkan munculnya kekecewaan di rakyat Aceh, dan kekecewaan
itu terealisasi melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM).*
Maka setelah masa orde baru berakhir, pemerintah Indonesia berusaha

menyelesaikan permasalahan ini dengan mulai dibuka dan melibatkan pihak

ketiga yaitu melalui kesepakatan penghentian permusuhan (Cesseation of
flfasﬁlz'ties Agreement ) atau CoHA Pada 9 Desember 2002 lalu di Jenewa swiss,
sierta dibentuk Komisi keamanan bersama (Joint Security Committee) atau JSC
jl'ang terdiri atas unsur TN/POLRIL. GAM dengan Hendry Dunant Centre (HDC)
sebagai fasilitator yang salah satu altemnatif penyelesaiannya adalah pemberian
qtonomi khusus dalam kerangka NKRI. Walaupun perjanjian ini sempat
r;nengalami kegagalan hingga pada tahun 2003 di bawah kepemimpinan Megawati
§oekamopuni kembali Aceh ditetapkan menjadi Daerah Militer hingga
mengakibatkan berbagai permasalahan baru, namun beruntung Indonesia dibawah

SBY-JK dapat melakukan resolusi yang ditandai dengan discpakati MoU

|
(Mrmorandum of Understanding) antara Indonesia dengan GAM di Helsinki pada

15 Agustus 2005.%2
Daerah lain yang bukan merupakan daerah bekas penjajahan Belanda

ramun bersedia untuk bergabung dengan Indonesia adalah Timor-Timur.
i
Peristiwa integrasi wilayah Timor Timur kedalam NKRI semakin melengkapi

I

cerita panjang dari proses integrasi nasional Indonesia . Timor-Timur yang

merupakan daerah bekas koloni Portugal pada tahun 1975, Presiden Soeharto

|

|
& Leo Suryadinata, Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto. 1998 , hal 57.
3

Bambang Wahyudi, Resolssi Konflik A ch Pasca MoU Helsirki , hal. 2
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dipen'ntaﬁkan Amerika Serikat untuk memasuki kawasan ini, Hal ini karena
I;"retilin yang memegang kuasa menimbulkan kekacauan di Timor-Timur. Fretilin
melakukan I;embantaian terhadap sekitar 60.000 penduduk sipil (sebagian
ﬁesarnya wanita dan anak-anak karena para suami mereka adalah pendukung faksi
i!ntegrasi dengan Indonesia). Berdasarkan itulah, kelompok pro-integrasi

kemudian mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia pada 30 November 1975

|
dan kemudian meminta dukungan Indonesia untuk mengambil alih Timor Leste

|
nif!ari kekuasaan Fretilin yang berhaluan Komunis. Hingga pada tanggal 15 Juli

1976 secara resmi Timor-Timur menjadi Provinsi Termuda di negara Kesatuan
flcpublik Indonesia. Dengan dikeluarkanya UU no.7 tahun 1976 oleh Presiden
$ochm10 yang Isi dari UU tersebut adalah pengesahan Timor Timur sebagai

| bagian dari NKRI dan dibentuknya pemerintah daerah tingkat 1 di Timor Timur.

I
bengan ini menempatkan Timor Timur sebagai propinsi Indonesia yang ke 27. 3

| Namun tidak semua masyarakat mendukung terhadap berkuasanya

Indonesia di Timor Timur, sebagian penduduk asli Timor Timur tetap

J

|rnenganggap bahwa Timor Timur secara historis merupakan jajahan Portugis yang

jelas-jelas berbeda dengan penjajahan Belanda di bagian lain Indonesia. Sebagian

:dari mereka itu mengangkat senjata dan mengorganisir perlawan dibawah

I
kepemimpinan Xanana Gusmao dan Fretilin. Itulah awal dari gerakan separatis

Ifoleh para “freedom fighter” dari Timor Timur. Selama integrasi Indonesia dengan

|
‘Timor Timur, telah terjadi banyak sekali pertempuran dan juga tindak kekerasan,
|

i“ Monika Schlicher, Timor Timur menghadapi masa lalunya Kerja Komisi

1Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi, Hal, 3
|
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baik itu antara kekuatan pro integrasi dan pro kemerdekaan serta Juga kekerasan
yang dilakukan oleh pihak militer Indonesia selama operasi militer.
Salah satunya adalah insiden Dili yang terjadi pada tanggal 12 November

1991. Pembantaian pemuda Timor-timur di pemakaman Santa Cruz oleh pasukan

militer Indonesia. Berawal dari demonstrasi oleh para pemuda dan mahasiswa

pada rekan mereka, Sebastido Gomes, yang ditembak mati oleh pasukan Indonesia
sebulan sebelumnya. Pada pemakaman ini mereka mengadakan aksi protes
terhadap pemerintahan Indonesia. Pada demonstrasi ini para mahasiswa
menggelar spanduk untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan,
menampilkan gambar pemimpin kemerdekaan Xanana Gusmao. Dari orang-orang

yang berdemonstrasi, 271 tewas, 382 terluka, dan 250 menghilang. Salah satu

| yang meninggal adalah seorang warga Selandia Baru, Kamal Bamadhaj, seorang

pelajar ilmu politik dan aktivis HAM berbasis di Australia.

| Serentak tindakan yang dilakukan oleh pasukan militer Indonesia ini
:mendapat sorotan dari pihak Internasional. Indonesia dianggap telah melakukan
'1 pelanggaran HAM berat dalam penyelesaian Timor Timur. Sehingga hal tersebut
l::mendorong adanya intervensi dari pihak luar untuk mendesak Indonesia
:melepaskan timor Timur. Khususnya Portugal, Australia, serta Amerika Serikat
adalah Negara yang memberi perhatian besar terhadap masalah Timor Timur yang
]hal tersebut tidak terlepas dari kepetingan nasional mereka. Terbukti dengan
Iberbagai desakan kepada Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia di bawah

Presiden B.J. Habibie diadakan jajak pendapat yang pada akhirnya Indonesia
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mengalami kekalahan dengan hasil 78,5% masyarakat Timor Timur memilih

merdeka sehingga harus melepaskan Timur Timor dari wilayah NKRI.

A. Integrasi Nasional Papua Barat kedalam NKRI

Selanjutnya peristiwa yang mewarnai sejarah integrasi nasional Indonesia,
ialah peristiwa integrasi yang terjadi di Papua. Sebelum dikenal sebagai Papua
Barat wilayah ini dikenal dengan nama Irian Barat. Merupakan wilayah ujung
timur Indonesia ini menjadi ajang perebutan pengaruh politik. Pihak Indonesia
menghendaki pengakuan kedaulatan kepada RI meliputi seluruh wilayah bekas
Nederlandsch Indie, termasuk Irian Barat. Penjajah Belanda menyerah di
Indonesia pada tahun 1949, meskipun daerah lain yang dijajah oleh Belanda sudah
diserahkan kepada Indonesia, namun pemerintah Belanda masih menguasai
daerah Papua Barat. Pemerintah Belanda masih menguasai daerah ini baik karena
potensi kekayaan sumber mineral maupun karena penduduk daerah tersebut
dianggap sebagai orang Melanesia yaitu jauh berbeda daripada penduduk
Indonesia.

Pada tahun 1961, Untuk menghadapi politik dekolonisasi ataupun
pembentukan Negara Papua Barat dari pemerintah Belanda, Presiden Soekarno
mencetuskan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) pada tanggal 19 Desember 1961

di Yogyakarta untuk merebut Irian Barat. 3

=, M. Calwell, dan E. Utrecht, Indonesia, an Alternative History, Alternative Publishing Co-

operative Ltd, Sydney, 1979. (Rebekah Starbuck, Liputan Pers Indonesia tentang Gerakan
Separatisme , hal. 41, pdf.)

39




Trikora merupakan ajang bagi terciptanya serangan-serangan militer
terbatas dari Indonesia terhadap Belanda di Irian Barat pada akhir tahun 1961,
sehingga mempercepat proses pencapain Perjanjian New York antara Indonesia
dan Belanda mengenai status Irian Barat.*

Berkat dukungan modernisasi perlengkapan militer dari Uni Soviet,
Indonesia dengan ABRI (kini TNI) serius melakukan pembebasan Irian Barat
dengan melakukan persiapan serangan-serangan militer terbatas terhadap Belanda
di Irian yang mengakibatkan konflik antara kedua negara semakin meruncing.
Ketegangan antara Belanda dan Indonesia yang mana Indonesia pada saat itu
didukung persenjataan militer Uni Soviet (Blok Timur) berhasil mencuri perhatian
Amerika Serikat (Blok Barat).

Amerika Serikat melalui Elsworth Bunker, mengajukan usulan kepada
PBB mengenai penyelesaian persoalan Irian. ). Sehingga dengan ini menjadikan
desakan Belanda bukan hanya dari TRIKORA melainkan Belanda juga
mendapatkan tekanan dari Internasional untuk melepaskan Irian. Salah satunya
oleh Amerika Serikat, Oleh karena tekanan dari Amerika Serikat terhadap
Belanda inilah maka Belanda menerima seluruh rumusan dalam usulan Bunker,

namun dengan syarat harus memperhatikan hak-hak dan jaminan bagi rakyat
Irian. Rumusan itu disepakati pada tanggal 18 Juli 1962.7

Pada tanggal 15 Agustus 1962 sesuai dengan usulan Bunker, maka di
markas besar PBB New York berhasil ditandatangani sebuah perjanjian antara

pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda yang dikenal dengan “Perjanjian

36
i Ibid
2yl Yulia Suganda. Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua. hal 40.
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New York (New York Agreement)” yang langsung disaksikan oleh Sekretaris
Jenderal PBB U Thant,

Isi perjanjian ini menyatakan bahwa: Belanda akan menyerahkan
kekuasaannya atas Irian Barat kepada Badan Pemerintahan (Peralihan) Sementara
PBB yakni United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA); dan
kemudian UNTEA akan menyerahkan kekuasaan atas Irian Barat kepada
Indonesia; kemudian sebelum akhir tahun 1969 dengan berada dibawah
pengawasan PBB, Indonesia akan melaksanakan suatu Act of Free Choice
(PEPERA) penentuan nasib sendiri bagi orang Papua/Irian apakah mereka ingin
bergabung dengan Indonesia atau berdiri sendiri sebagai sebuah Negara merdeka.

Act Of Free Choice atau PEPERA dilaksanakan di Irian dimulai dari
Merauke pada tanggal 14 Juli dan berakhir di Jayapura pada tanggal 2 Agustus
1969. PEPERA dilaksanakan di delapan (8) kota di Irian, yakni : Kab.Merauke,
Kab.Jayawijaya, Kab.Paniai, Kab.Fak-fak, Kab.Sorong, Kab.Manokwari,
Kab.Teluk Cendrawasih, dan terakhir di Kota Jayapura pada tanggal 2 Agustus
1969. Pelaksanaan PEPERA dihadiri oleh utusan PBB Dr. Fernando Ortiz Sanz
(Duta Besar dari Bolivia untuk PBB) yang oleh Sekretaris Jenderal PBB U Thant
ditunjuk untuk menyelenggarakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan
PEPERA di Irian tahun 1969.

Dewan Musyawarah PEPERA (Utusan/Perwakilan) yang dipilih oleh
pemerintah Indonesia untuk ikut menentukan nasib bangsa Papua atau Irianpada
saat itu berjumlah 1025 orang dari total jumlah penduduk yang pada waktu itu

berjumlah hampir 815.906 jiwa. Hasil akhir dari PEPERA melalui Dewan
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Musyawarah PEPERA (DMP) yang berjumlah 1025 orang secara aklamasi
menyatakan untuk bergabung dengan Indonesia. Namun disisi lain, selama
pelaksanan PEPERA tersebut, dibeberapa kota sempat diwamai dengan aksi
demonstrasi sebagian masyarakat. Demonstrasi tersebut di pimpin oleh Herman
Wayoi dan Permenas Torrey. Hasil pelaksanaan PEPERA yang berlangsung
didelapan kabupaten dari tanggal 14 Juli sampai dengan 2 Agustus 1969 melalui
para wakil atau utusan dan secara bulat menyatakan bergabung dengan Negara
Kesatuan Republik Indonesia .*

Sehingga Papua yang merupakan wilayah paling timur dari kesatuan
Republik Indonesia resmi masuk dalam NKRI pada tanggal 19 Nopember 1969
melalui resolusi PBB No. 2504. Hal tersebut kemudian mendapat pengakuan dari
Internasional secara hukum atas bergabungnya Papua ke dalam wilayah NKRI.
Kemudian, ditahun yang sama Papua di nobatkan sebagai daerah otonom yang sah
bagi Indonesia melalui UU No.12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah

Otonomi Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.”

B. Sejarah Konflik di Papua.

Sejak Papua resmi menjadi bagian dari kesatuan NKRI, sebagian
penduduk Papua merasa kurang puas karena pada kenyataanya mereka masih
terpinggirkan dan miskin. Wilayah Papua yang memiliki luas empat kali lipat dari

pulau Jawa dan juga memiliki sumber daya alam yang sangat melimpahkan

= Rycho Korwa, Proses Integrasi Papua Barat kedalam NKRI, Pdf,, hal. 5.
= Yan Pieter Rumbiak, Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, Menyelesaikan Pelanggaran
Hak Asasi Manusia dan Membangun Nasionalisme Di Daerah Krisis Integrasi, Jakarta, Papua

International Education, 2005, h.36
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seharusnya akan mampu membuat rakyatnya hidup sejahtera dengan apa yang
Papua miliki. Kondisi kemiskinan dan rendahnya kesejahteraan bagi rakyat
Papua dapat dilihat pada terisolimya kehidupan sekitar 74% penduduk yang
tersebar di seluruh Papua . Daerah tempat tinggal mereka tidak memiliki akses
sarana transportasi ke pusat pelayanan ekonomi, pemerintahan dan pelayanan
sosial.

Ketidakpuasan dalam hal ekonomis inilah, yang memunculkan semangat
separatisme dari penduduk pribumi Papua . Pemerintah Pusat yang dinilai gagal
dalam membangun kesejahteraan di Papua, apalagi dengan diadakannya Operasi
Militer oleh Pemerintah Pusat untuk mengatasi pemberontakan separatisme di
Papua yang dalam faktanya justru banyak menimbulkan pelanggaran HAM. Hal
ini memperkuat rakyat Papua berkeinginan untuk melepaskan diri dari NKRL*

Selain diatas , separatisme di Papua juga disebabkan oleh konflik yang
berakar dari kekecewaan historis, peminggiran sosial budaya, nasionalisme Papua
dan diskriminasi politik dan hukum. Dalam perspektif ini , Ferry Kareth
mempersoalkan keabsahan Pepera. Ia berpendapat bahwa Pepera itu tidak sah,
sebab pada dasarnya dilaksanakan tidak sesuai dengan hati rakyat Papua. Sejarah
mencatat bahwa masuknya Papua ke NKRI karena direbut, bukan atas dasar
keinginan rakyat sendiri.*!

Adapun yang menjadi protes terkait PEPERA 1969 adalah sebagai berikut :

k. Paskalis Kossay, Konflik Papua: Akar Masalah dan Solusi hal 38.

o~ Tuhana Taufiq Andrianto, Mengapa Papua Bergolak, Yogyakarta, 2001,
h,151(M.Fathoni Hakim, Perjanjian Keamanan Indonesia dan Australia terkait masalah Papua ,
hal. 2)
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1.

Pasal XVIII ayat d New York Agreement mengatur bahwa :“The
Eligibility of all adults, male and female, not foreign national to participate
in the act of self-determination to be carried out in accordance with
international practice ...” aturan ini berarti bahwa penentuan nasib sendiri
harus dilakukan oleh setiap orang dewasa (perkiraan 600.000 orang
dewasa) pria dan wanita yang merupakan penduduk Papua pada saat
penandatangan New York Agreement .

Pelaksanaan PEPERA tidak menggunakan prinsip”one man one vote”
(satu orang satu suara) atau setiap orang datang dan memberikan suaranya
tetapi menggunakan prinsip perwakilan/utusan berdasarkan “musyawarah
untuk mufakat”.

Diserahkannya administrasi pelaksanaan PEPERA kepada pemerintah
Republik Indonesia seperti yang diatur dalam New York Agreement,
sesungguhnya dianggap sebagai suatu keputusan yang sewenang-wenang
serta merupakan sumber utama pelanggaran hak-hak politik dan hak-hak
asasi manusia bangsa Papua. Sebagai pihak yang bermasalah, Indonesia
tidak patut menjadi penyelenggara Penentuan Nasib Sendiri Bangsa Papua,
dan yang seharusnya dipegang oleh pihak ketiga (penengah) yang netral.
Keterlibatan pihak militer Indonesia pada pelaksanaan PEPERA tidak saja
pada intimidasi terhadap penduduk, tetapi militer juga terlibat dalam
pengaturan pelaksanaan pepera. Misalnya, surat rahasia komandan korem
172, Kolonel Blego Soemarto, No: R — 24/1969, perihal: pengamanan

pepera, tanggal 8 Mei 1969 yang ditujukan kepada Bupati Merauke selaku



anggota muspida kabupaten Merauke. Isi surat tersebut antara lain
menyatakan: “apabila pada masa poling tersebut diperlukan adanya
penggantian anggota Dewan Musyawarah, penggantiann;'a supaya
dilakukan jauh sebelum musyawarah pepera. Apabila alasan-alasan secara
wajar untuk penggantian itu tidak diperoleh, sedang dilain pihak dianggap
mutlak bahwa anggota itu perlu diganti karena akan membahayakan
kemenangan pepera, harus berani mengambil cara yang tidak wajar untuk
menyingkirkan anggota yang bersangkutan dari persidangan PEPERA
sebelum dimulainya sidang demus PEPERA”. Dibagian lain surat tersebut,
komandan korem 172 menginstrusikan bahwa “sebagai kesimpulan dari
surat saya ini adalah bahwa PEPERA secara mutlak harus kita menangkan,
baik secara wajar atau secara tidak wajar”. Mengingat bahwa wilayah
kerja komandan korem 172 termasuk pula kabupaten-kabupaten Jayapura
dan Jayawijaya maka patut diduga keras surat rahasia yang isinya kurang

lebih sama juga dikirimkan ke bupati-bupati yang lain.

Dari hal-hal inilah yang menjadikan PEPERA sebagai salah satu penyebab

konflik di Papua mengalami eskalasi dengan munculnya gerakan-gerakan
separatisme dari rakyat Papua untuk memisahkan diri dari NKRI. Separatisme di
Papua yang muncul pertama dan sebagai pelopor adalah Organisasi Papua
Merdeka (OPM) yang disusul pembentukan Presidium Dewan Papua (PDP).
Gerakan ini telah ada sejak 1965 dengan melakukan aktifitas secara sporadis

dalam gerakan militer yang melibatkan masyarakat. Perlawanan yang dilakukan
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OPM terhadap pemerintah Indonesia adalah dengan penyanderaan, demonstrasi
massa, pengibaran bendera Bintang Kejora, penempelan pamflet, aksi

pengrusakan dan pelanggaran lintas batas negara.*?

Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang merupakan salah satu dari.

gerakan separatis yang menginginkan pemisahan Papua Barat dari NKRI. Tujuan
dalam pembentukan OPM adalah untuk bergerilya di kawasan Papua Barat yang
diiringi dengan pembentukan 7 batalyon Kasuari dengan beberapa Komandan
Peleteon. Dalam aksinya keberadaan OPM dirasa meresahkan tidak hanya
mengenai persoalan kedaulatan Indonesia sebagai negara kesatuan, tetapi juga
kekerasan yang digunakan sebagai alat mencapai tujuannya tersebut.*’ Hingga
sampai sekarang konflik yang terjadi di Papua ini masih tetap berlanjut dengan
intensitas gejolak yang semakin beragam.

Dari serangkaian peristiwa yang terjadi yang telah disebutkan dalam bab
ini, terlihat identitas suatu negara yang disebut Indonesia memiliki cerita panjang
dalam proses integrasi Indonesia menjadi sebuah negara dalam kesatuan Republik
Indonesia. Kesatuan wilayah serta unsur-unsur lain dari bangsa yang berbeda
untuk mewujudkan masyarakat baru yang harmonis dan aman menjadi tujuan dari
proses integrasi nasional Indonesia. Proses integrasi yang berjalan dengan panjang
yang melalui rangkaian peristiwa hingga menghasilkan Indonesia dalam sattu
identitas yang memiliki wilayah terbentang luas dari Sabang sampai Merauke.

Dan hal ini yang dijalani oleh Indonesia hingga terbentuk sebuah negara yang

a2 Muridan S Widjojo. “Nationalist and Separatist Discourses in Cylical Violance in

Papua, Indonesia” hal. 410-430.
West Papua Liberation Organization, Sejarah OoPM 5 2011,
<http://oppb.webs.com/sejarahopm.htm>, diakses pada 7 September 2012. :
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merdeka yang seperti saat ini. Meski proses integrasi yang dilakukan oleh
Indonesia telah membawa Indonesia mencapai negara yang merdeka dan
berdaulat bukan berarti tugas sebuah negara dalam mengintegrasi wilayahnya
telah selesai, namun sebagai sebuah negara yang berdaulat sehingga Indonesia
harus mampu mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk

ancaman dan gangguan.
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